BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DESA

A. Sistem Pemerintahan Daerah Yang Berlaku Di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi
kepada daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan negara serikat atau
federal. Namun terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadikan keduanya tidak
sama.

Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan
kewajiban yaitu kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang mengutur dan mengatur pemerintahan serta kepentingan
masyarakatnya sesuai prakarsa sendiri berdasarkan keinginan dan suara
masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga
sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara
memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung
jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar

yang ada di masing-masing daerah.
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Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan
kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan
sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam
hubungan antarpemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi.
Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem
desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan
pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah
daerah.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi
daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem
pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya
otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintahan daerah
sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Meskipun
demikian, terdapat beberapa hal tetap diatur oleh pemerintah pusat seperti urusan
keuangan negara, agama, hubungan luar negeri, dan lain-lain. Sistem
pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud
penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya
tidak mungkin pemerintah pusat mengurusi semua permasalahan negara yang
begitu kompleks. Disisi lain, pemerintahan daerah juga sebagai training ground
dan pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan negara. Sistem
pemerintahan daerah disadari atau tidak sebenarnya ialah persiapan untuk karir

politik level yang lebih tinggi yang umumnya berada di pemerintahan pusat.



38

BerdasarkanUndang-Undang No0.23 Tahun 2014 vyang dimaksud
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur Ssemua urursan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah
untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan
prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab,
prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang dan kewajiban yang
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai
dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi
setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, sedangkan yang dimaksud
dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam
penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud
pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat.
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Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian
hubungan antardaerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun
hubungan kerjasama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan
mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa
otonomi daerah harus juga mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah
dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan
wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru mewajibkan pemerintah
melakukan pembinaan®, yang berupa pemberian pedoman seperti dalam
penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, memberikan standar,
arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan,
dan evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi
berupa pemberian peluang kemudahan bantuan, dan dorongan kepada daerah agar
dapat melaksanakan otonomi secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan
desentralisasi menurut undang-undang ini mensyarakatkan adanya pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom, pembagian urusan
pemerintahan didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan
pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah, urusan
pemerintah tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan
Negara.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan

terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan

*Republik Indonesia, Pasal 373 Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
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konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah
Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat. Urusan pemerintahan konkurenadalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten atau
kota. Urusan pemerintahan umumadalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupatenatau kota dibagi
menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.Urusan
Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan
oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi
yang dimiliki Daerah.

Urusanpemerintah wajib yang diselenggaraan olehpemerintah daerahterbagi
menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi serta Daerah kabupaten atau kota sebagaimana disebutkan diatas
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta
kepentingan strategis nasional. Berikut Kriteria-kriteria urusan pemerintahan
pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota,

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

adalah:


http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/
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1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas
negara;

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau
lintas negara;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas
Daerah provinsi atau lintas negara;

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan atau

5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan

nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah Provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten atau kota;

2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten atau
kota;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas
Daerah kabupaten atau kota; dan atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien

apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah Kabupaten atau Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten atau kota;


http://pemerintah.net/pemerintah-provinsi/
http://pemerintah.net/pemerintah-provinsi/
http://pemerintah.net/pemerintah-provinsi/
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2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten atau
kota;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam
Daerah kabupaten atau kota; dan atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien

apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten atau kota.

Ketentuanmengenaipembagian urusan pemerintahan daerah danpemerintah

pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta
energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusatdan
Pemerintah Daerah.

2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan
pengelolaan taman hutan raya kabupaten atau kota menjadi kewenangan
daerah kabupaten atau kota.

3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang
berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.

4. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang
berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah

kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota.


http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/
http://mendagri.go.id/
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B. Tinjauan Umum Tentang Desa

Menurut Sutardjo Kartohadikususmo, seorang ahli sosiologi mengemukakan
bahwa secara administratif desa diartikan seebagai satu kesatuan hukum dan
didalamnya  bertempat tinggal  sekelompok  masyarakat yang berkuasa
mengadakan pemerintahan  sendiri.  Sedangkan menurut R.Bintarto, desa
merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur
fisiografis sosial, ekonomi politik budaya dan memiliki hubungan timbal balik
dengan daerah lain.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Desa-Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakanbasis
penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai
otonomidalammengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal
dan sumberdayaekonomi.

Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang
mempunyaibatas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai
adat-istiadatuntuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-

governingcommunity. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru
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dikenal padamasa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai
pemerintahan sendiri yangdikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural
dengan struktur yang lebihtinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah
sebuah “republik kecil” yangmempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan
berbasis pada masyarakat (selfgoverningcommunity).

Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan diatasnyaada, Desa
itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasandan
bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki
tatapemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam
setiappenyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Mengikuti pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata negaraBelanda dan F.
Laceulle dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunanhukum Desa
merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia.

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa di Indonesia ada tiga tipe desa yang
sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang diantaranya®’:

1. Desa adat (self-governing community). yaitu desa adat yang merupakan
bentuk asli dan tertua di Indonesia. Konsep "Otonomi Asli" merujuk
pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengurus dan mengelola dirinya
sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara.
Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan

oleh Negara. Contoh desa adat Pakraman di Bali.

“*Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Tentang Desa,Naskah Akademik RUU Tentang
Desa, Depdagri, Jakarta, 2007, him. 83.
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2. Desa Adminstrasi (local state government) desa yang merupakan satuan
wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk
memberikan pelayanan adminitrasi dari pemerintah pusat. Desa
administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan tangan
negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh
negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai hak
otonom dan cenderung tidak demokratis.

3. Desa otonom (local-self government), vyaitu desa Yyang dibentuk
berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom
mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang
pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan
penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai
pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang
menyelangarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan
lembaga musyawarah desa*'. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014, Pemerintah desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan
Desa.

Pemerintah Desa mempunyai kewenangan meliputi :

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

2. kewenangan lokal berskala Desa;

1 Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, him. 1057.
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kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota; dan

kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan  pemerintahan desa juga dibantu oleh Badan

Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, Badan

Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati Rancangan

Peraturan Desa bersama Kepala Desa selain menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat Desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Untuk melaksanakan pembangunan Desa keuangan dan pendapatan Desa

bersumber dari :

1.

pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota;

. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten atau Kota;

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau
Kota,;

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
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7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam rangka memajukan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan badan
usaha yang disebut Badan Usaha Milik Desa, yang pengelolaannya dilakukan
dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,Badan Usaha Milik Desa
dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan
Desa lainnya atau pihak ketiga.

Kata pembangunan, sejak beberapa dasawarsa terakhir banyak
diperbincangkan oleh beragam kalangan, baik aparat birokrasi, politisi, akademisi,
dan praktisi serta kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dan
berkepentingan dengan upaya perbaikan kehidupan pribadi, keluarga dan
masyarakatnya.

Tetapi pembangunan yang memusatkan dirinya pada pencapaian
pertumbuhan di tingkat makro, ternyata justru menimbulkan banyak petaka bagi
sebagian besar masyarakat yang akan diperbaiki kehidupannya.Karena itu, sejak
kegagalan teori dan model pembangunan yang terlalu mengagungkan
pertumbuhan, banyak kalangan mengalihkan kiblatnya kepada pembangunan yang
memusatkan kepada rakyat, yang didalamnya mensyaratkan optimalisasi

sumberdaya lokal, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat.
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Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan, dalam hal ini mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan Desa** meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan.Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa menyusun Pembangunan
Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten atau Kota, Perencanaan Pembangunan Desa disusun
secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang
disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan di Desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pemerintah Desa wajib mengikutsertakan masyarakat Desa dengan cara
menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa Yyang
didalamnya menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan

Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

*?Republik Indonesia, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa.
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swadaya masyarakat Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten atau Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa
yang meliputi:
1. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi; dan
5. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja
Pemerintah Desaoleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat
Desa dengan semangat gotong royong,dilakukan dengan memanfaatkan kearifan
lokal dan sumber daya alam Desa, Pembangunan lokal berskala Desa
dilaksanakan sendiri oleh Desa, dalam pengawasan Masyarakat Desa berhak
mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan, dan juga melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan DesaMasyarakat Desa dapat
melaporkan  hasil ~ pemantauan  dan  berbagai  keluhan  terhadap
pelaksanaanPembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa.
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Pembangunan Desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat
Desa dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan
dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan®®. Pendampingan Desa adalah kegiatan
untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,
pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa®’. Dalam upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
desa®.

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pemerintah
dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan®®, yang artinya Desa
haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan didalam
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap
masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang sangat lumrah

dibicarakan untuk kemajuan dan perubahan bangsa saat ini kedepan, apalagi jika

**Republik Indonesia, Ayat 4 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

** Republik Indonesia, Ayat 14 Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

*Republik Indonesia, Ayat 8 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

**Republik Indonesia, Ayat 4 Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.
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dilinat dari skill masyarakat indonesia kurang baik sehingga menghambat
pertumbuhan ekonomi itu sendiri, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup
pengertian  pembangunan  masyarakat (community  development) dan
pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi
yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini membangun paradigma baru dalam
pembangunan, yakni yang bersifat people-centered, participatory, empowering,
and subtainable.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa*’.

Konsep pendampingan Desa muncul dari konsepsi pemberdayaan
masyarakat Desa dengan harapan mampu mendorong segenap potensi Desa baik
berupa kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dapat
dioptimalkan.Pendampingan Desa sendiri adalah kegiatan untuk melakukan
tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian,
pengarahan dan fasilitasi Desa“*®.

Sebagai perwujudan dari tugas pendampingan Desa oleh pemerintah dalam

konsep pemberdayaan masyarakat maka keluar PERMEN No.3 Tahun 2015

*"Republik Indonesia, Ayat 13 Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

*®Republik Indonesia, Ayat 14 Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
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Tentang Pendampingan Desa, yang didalamnya mengatur tentang tenaga

pendamping desa dan perannya.



